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Menurut data yang dihimpun berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU), laporan
kasus KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada 2021, Komnas
Perempuan menerima laporan langsung 771 kasus kekerasan terhadap istri (KTI),
atau 31% dari laporan 2.527 kasus kekerasan di ranah rumah tangga/personal.
Untuk terciptanya keluarga yang bahagia, maka harus dilakukan penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memerlukan kerja sama banyak pihak
mengingat KDRT merupakan kasus multi dimensi. la tidak boleh menjadi hidden
crime yang selamanya disembunyikan rapat-rapat di balik pintu tertutup.
Beragamnya potensial faktor internal maupun eksternal terhadap pencabutan
laporan kasus KDRT, menyebabkan terhalangnya proses penyidikan. Bahkan,
Komnas Perempuan mendorong kepolisian untuk tetap melanjutkan proses hukum
dalam penanganan KDRT dengan maksud memastikan kejadian serupa tidak
terulang di kemudian hari. Sebab, pencabutan laporan harusnya tidak serta-merta
menghentikan proses hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
doktrinal, yakni memberikan penjelasan sistematis aturan Pasal 109 ayat (2)
KUHAP dan Pasal 16 ayat (2) huruf e Perkapolri No. 8/2021, serta Pasal 80
KUHAP dan menganalisis hubungan antara peraturan dan permasalahan untuk
masa depan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian serta
kajian peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis isu hukumnya,
menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Tipe penelitian yang
digunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalah Pendekatan
Perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan Kasus (case approach)
yang juga menganalisis Kasus KDRT Lesti-Billar.

Keberlanjutan penyidikan sebagai upaya penanganan kasus KDRT menjadi
langkah penting untuk memastikan bahwa tindak kekerasan tidak luput dari
penegakan hukum. Selain untuk kepentingan keadilan, hal ini dilakukan agar
korban bukan hanya merasa didengar tetapi juga sepenuhnya menyadari bahwa ia
berhak penuh atas pemulihan diri dari trauma yang diakibatkan tindakan KDRT
oleh pelaku. Di sisi lain, dengan dilanjutkannya proses hukum merupakan bentuk
upaya yang menginginkan pelaku memiliki cukup pengetahuan atas dampak dari
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segala tindakannya. Sehingga tumbuh keinginan diri untuk menjadi pribadi yang
lebih baik dan layak di masyarakat.

Dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan,
seorang Penyidik Polri tidaklah terikat kepada perdamaian yang muncul dari para
pihak. Hal ini dikarenakan, sifat dari Delik Biasa/Laporan dalam praktik dikenal
dengan istilah delik umum, yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri
untuk secara aktif melakukan proses penyidikan. Sifat dari Delik Biasa/Laporan
merupakan tindak pidana yang memunculkan ketidakseimbangan dan
ketidaknyamanan serta mengusik rasa keadilan bagi masyarakat umum. Hal
tersebut tentunya berbeda dengan sifat dari Delik Aduan.

Penghentian penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai Undang-Undang tidak
mencantumkan Keadilan Restoratif sebagai alasan untuk menghentikan proses
Penyidikan. Hal tersebut hanya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e yang
menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan berdasarkan Restorative Justice ini
dikategorikan dalam alasan demi hukum. Tidak dicantumkannya alasan
penghentian penyidikan karena restorative justice didalam KUHAP menimbulkan
keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak
pidana. Apabila terhadap kasus tindak pidana KDRT yang dihentikan
penyidikannya atas dasar restorative justice tidak memenuhi syarat materiil atau
formiil, maka sudah seharusnya Penyidikan terhadap kasus tersebut dapat
dilanjutkan oleh Kepolisian. Dalam penanganan perkara tindak pidana KDRT,
permohonan restorative justice juga tidak serta merta mencabut laporan yang telah
diajukan oleh korban. Keadilan restorative tidak dapat diartikan secara sempit
sebagai penghentian perkara, termasuk dalam lingkup penyidikan. Penghentian
Penyidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dinyatakan tidak sah
dan diajukan upaya hukum melalui Praperadilan.

Praperadilan merupakan langkah hukum yang sangat cocok untuk memperjuangkan
kembali keberlanjutan penyidikan untuk memberantas tindak pidana KDRT yang
turut dapat digugat oleh pihak ketiga yang turut dirugikan yakni Lembaga
perlindungan perempuan baik yang berbasis nasional maupun LSM. Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 yang melakukan judicial review atas
pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” yang diatur didalam Pasal 80
KUHAP, Mahkamah Konstitusi mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan
adalah masyarakat luas yang berkepentingan, yang lebih tepatnya dapat berupa
sebuah organisasi ataupun dapat diwakili orang perorangan. Sebagaimana objek
praperadilan yang dapat berupa penghentian penyidikan yang tidak sah. Penyidikan
dan penuntutan tuntas kasus KDRT adalah langkah penting dalam melindungi
korban, mencegah tindakan kekerasan lebih lanjut, dan menciptakan masyarakat
yang lebih aman dan setara. Hal ini juga penting dalam konteks penegakan hukum
dan keadilan, serta untuk merubah budaya yang merugikan.
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ABSTRAK

Pelaporan kasus KDRT seringkali terdapat situasi di mana proses penanganannya
terhambat karena korban memutuskan untuk mencabut laporannya. Meski begitu,
pencabutan laporan idealnya tidak serta-merta menghentikan penyidikan terhadap
kasusnya. Keberlanjutan penyidikan sebagai upaya penanganan kasus KDRT
menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tindak kekerasan tidak luput
dari penegakan hukum. Tindak Pidana KDRT sendiri pada dasarnya dikategorikan
ke dalam dua jenis delik, yakni delik biasa dan delik aduan. Pengaduan berdasarkan
delik aduan yang memiliki sarana Pencabutan Pengaduan yang dapat menghentikan
proses hukum, sedangkan Pencabutan Laporan tidak serta merta menghentikan
proses hukum khususnya penyidikan. Sehingga apabila korban mencabut
laporannya dalam KDRT yang bersifat delik biasa, maka keberlanjutan penyidikan
seharusnya tetap bisa dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis dan dengan tipe penelitian
doktrinal. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi
dalam keberlanjutan penyidikan Tindak Pidana KDRT setelah pencabutan laporan
oleh korban dan mengenali upaya atau langkah hukum yang dapat dikakukan demi
keberlanjutan penyidikan Tindak Pidana KDRT yang dihentikan atas pencabutan
laporan oleh korban.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pencabutan laporan melalui permohonan
restorative justice tidak dapat diartikan sempit sebagai penghentian penyidikan.
Perkapolri 8/2021 khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa
Penghentian Penyidikan berdasarkan restorative justice dilaksanakan atas alasan
demi hukum. Penyidikan dihentikan “demi hukum” dalam Pasal 109 ayat (2)
KUHAP dan Pasal 16 Ayat (1) huruf e Perkapolri 8/2021 perlu diberi batasan atau
penjelasan yang lebih spesifik agar tidak terjadi perluasan makna yang dapat
berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dalam hal penghentian
penyidikan serta potensi konflik norma antara keduanya. Apabila terhadap kasus
tindak pidana KDRT yang dihentikan penyidikannya atas dasar restorative justice
tidak memenuhi syarat materiil atau formiil, maka sudah seharusnya Penyidikan
terhadap kasus tersebut dapat dilanjutkan oleh Kepolisian. Penghentian Penyidikan
yang tidak sah juga dapat digugat melalui jalur Praperadilan oleh “pihak ketiga
yang berkepentingan” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang dapat
ditafsirkan sebagai masyarakat luas yang berkepentingan, yang lebih tepatnya dapat
berupa sebuah organisasi ataupun dapat diwakili orang perorangan.

Kata Kunci (keyword): Penyidikan, KDRT, Laporan
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